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KATA PENGANTAR

Pujisyukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayahNya kami
dapat menyiapkan dan menyusun Dokumen Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Musi Rawas
UtaraTahun Anggaran 2020.

Kebijakan Umum APBD (KUA) TahunAnggaran 2020 kami susun dalam
rangka penyesuaian kebijakan penganggaran dalam APBD Kabupaten Musi
Rawas Utara dan sebagai acuan unsur Pemerintahan dan seluruh masyarakat
Kabupaten Musi Rawas Utara dalam merumuskan arah, target dan sasaran
pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020, akan menuju
kepada pola pembangunan yang efektif, efisien dan tepat waktu serta tepat
sasaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun Anggaran 2020 ini di susun semoga dapat bermanfaat bagi seluruh
komponen Pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Aamiin.

Muara Rupit, 2019
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

SYARIF HIDAYAT
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya
yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik
dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan
manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan bertumpu
pada penetapan prioritas pembangunan berbasis pada keinginan / aspirasi rakyat
sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang nomor
9 tahun 2015.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Dari sisi legal,
Pasal 310 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan
RKPD. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun
rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS).Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus
mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan kata
lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD.

Secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2020 adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya sebagai tahapan pembangunan tahunan terakhir dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) 2016-2021 yang memiliki visi terwujudnya Kabupaten
Musi Rawas Utara yang makmur, aman, cerdas dan bermartabat. Dengan demikian,
maka dokumen KUA tahun 2020 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah

tahun anggaran 2020 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam
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penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
Anggaran 2020. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah
dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan Rencana Pembangunan Dalam Jangka Panjang kurun waktu 20
tahun, RPJMD kurun waktu 5 tahun, dan jangka pendek atau tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pernerintahan di pusat dan daerah dengan
melibatkan masyarakat. Proses penyusunan perencanaan pembangunan
sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dengan melibatkan pilar pembangunan
(stakeholder) yaitu : Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat,
seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas musyawarah
perencanaan pembangunan yang akan menghasilkan dokumen kebijakan
pembangunan seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
periode 20 tahun-an; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD)
periode 5 tahun-an atau Rencana Strategis (RENSTRA); serta Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) periode tahunan. Proses perencanaaan sebagaimana
dimaksud dalam SPPN mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian
perencanaan yaitu (1) Pendekatan Politik; (2) Pendekatan Teknokratik ; (3)
Pendekatan Partisipatif ; (4) Pendekatan Atas Bawah (fop down) ; dan (5)
Pendekatan Bawah — Atas (bottom up). Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam
rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (R-APBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Organisai Perangkat Daerah (OPD), yang pada hakekatnya merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 dengan mensinergikan kepada RKPD Provinsi
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Sumatera Selatan Tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Tahun 2020
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPDKabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 ini akan
menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang memuat rencana kerja,program dan indikator
kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi
pembangunan.Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2020 juga menjadi
dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA) danPrioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun 2020 dan Rencana Kerja Anggaran OPD
(RKA-OPD) Tahun 2020,Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah(RAPBD) Tahun 2020,serta dukungan program pembangunan baik yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan dan Belanja provinsi (APBD Provinsi) maupun investasi swasta dan
partisipasi masyarakat.

Dalam Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut ditetapkan
beberapa tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan murah;

2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar/lahan tidur;

3. Mewujudkan infrastruktur dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara yang merata
dan berkualitas;

Mewujudkan hilirisasi komoditi unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara;
Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas;

Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara bebas narkoba;

Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang baik;

© N o v A

Mewujudkan masyarakat mandiri, santun dan berakhlak mulia di Kabupaten
Musi Rawas Utara.

Dalam rangka mensinkronkanantaraAPBD dengan perkembangan yang
terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Rancangan
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara.

BerdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
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2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun
2011.

Pada prinsipnya KUA-APBD Tahun Anggaran 2020 mempedomani RPJMD
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dan untuk operasionalnya masih merujuk
pada RKPDKabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. Setelah melalui beberapa
tahapan mulai dari penyampaian Rancangan RKPD, serta pembahasan pada forum
Perangkat Daerah (PD). maka ditetapkan 3 prioritas pembangunan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Musi Rawas UtaraNomor 66 Tahun 2019 tentang
Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun
2020, terdiridari :

1. Pemerataan Pembangunan
InfrastrukturdanPeningkatanKualitasCakupanPelayananDasar
2. PenguranganKemiskinanmelaluioptimalisasiPotensiLokaldanPeningkatan SDM

3. StabilitaskeamanandanReformasiBirokrasi

Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun
2020 dan optimalisasi pencapaian programdankegiatanpada saat ini secara umum
sudah dilaksanakan dengan baik namun masih  diperlukan  penyesuaian-
penyesuaianterhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran
prioritas pembangunan daerah, secara prinsip prioritas pembangunan tersebut tetap
menjadi pedoman AnggaranPendapatandanBelanja Daerah TahunAnggaran2020.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020 bertujuan untuk :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2020 yang akuntabel yang
meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainya guna
dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun
anggaran 2020.

2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun
Anggaran 2020 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar

penyusunan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2020.
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3.

Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya akan dijadikan

pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Landasan hukum vyang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun
2020 meliputi :

1.
2.

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004
tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahanPusatdanPemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimanatelahbeberapa kali diubah, terakhirdenganUndang-
UndangNomor 9  Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-
UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah;
PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara / Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014
tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014
tentangDesa;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Deawan Perwakilan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
PerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 32 Tahun 2011, terakhir
Nomor 12 Tahun 2016tentangPedomanPemberianHibahdanBantuanSosial yang
BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
PengelolaanKeuanganDesa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
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20.

21.

22,

23.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335 );

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
PeraturanBupatiMusiRawas Utara Nomor 66 Tahun 2019
tentangRencanaKerjaPemerintah DaerahKabupatenMusiRawas Utara Tahun
2020.
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BAB I1
KERANGKA EKONOMI MAKRODAERAH

Kebijakan UmumAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah merupakan
kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan
dalam pembangunan,perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan disertai
dengan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah menuntut kita untuk lebih dapat
mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Musi Rawas
Utara agar lebih efektif dan efisien. Menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan-
perubahan dalam Kebijakan Umum APBD dalam mencapai sasaran prioritas
pembangunan, namunsecaragarisbesarpokok-pokokpikirankebijakandan program

yang tertuangdalamKebijakanUmum APBDTahunAnggaran 2020.

1.1 KondisiEkonomiNasional

Rencana kerja Pemerintah (RKP) 2020 merupakan penjabaran tahun pertama
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.
Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan
terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh
komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia secara
optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas
hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan
pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial, serta kebijakan anggaran
belanja berdasarkan money Program dengan cara memastikan hanya progran yang
benar-benar bermanfaat yang di alokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi
kementerial/lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian
prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh
pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas

/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
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Berkaitan dengan itu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota
harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai
dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan
pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada
sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara
pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang
dituangkan dalam RKPD.

5(lima) prioritas pembangunan nasional tahun 2020 dimaksud meliputi :
Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
Nilai tambah ekspor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;

Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup;dan

A N

Stabilisasi pertahanan dan keamanan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 di maksud sebagai pedoman
bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja PemerintahDaerah
(RKPD). RKP 2020 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah tahun 2020 . Berdasarkan uraian tersebut
diatas, maka tema RKP tahun 2020 adalahPeningkatanSumberDayaManusia untuk
Pertumbuhan Berkualitas”. Sesuai dengan tema RKP tahun 2020 tersebut, maka
sasaran pembangunan tahun 2020 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen;
2. Pengangguran sebesar 5,0-5,3 persen;
3. Angka kemiskinan sebesar 8,5-9,41 persen;
4. Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,382 ;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,39

Dalam kaitan itu, preoritas pembangunan di susun sebagai penjabaran
operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPIJMN 2020-
2024dalam upaya melaksanakan Angenda Pembangunan. Pada tahun 2020,
perekonomian nasional diharapkan mampu tumbuh lebih baik dari tahun 2019.

Perekonomian global diperkirakan akan semakin membaik,.
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1.2 KondisiEkonomiMakro Sumatera Selatan
1.2.1. PDRB Harga Berlaku

PDRB Harga berlaku di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 419,72 triliun
pada tahun 2018 dan telah tercapai bahkan melampaui target yang ditentukan
sebesar 392,99 triliun. Akan tetapi PDRB Sumatera Selatan masih lebih lambat
tumbuh dibandingkan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk dan mendorong
balik pendapatan perkapita ke tingkat keseimbangan stabilnya (low middle income
trap). Sehingga upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ternyata diikuti
oleh laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi lagi.
1.2.2. PDRB Harga Konstan 2010

PDRB Harga Konstan 2010 di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018
yang memiliki target sebesar 297,54 triliun telah tercapai, dengan angka realisasi
pada tahun 2018 sebesar 298,57 triliun.
1.2.3. Pendapatan per kapita atas dasar Harga Konstan 2010

Pendapatan Per kapita atas dasar Harga konstan 2010 pada tahun 2018
telah realisasi sebesar 49,209 juta dari target yang ditentukan yaitu 35, 33 juta.
1.2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 telah
mencapai target yang ditentukan, realisasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Sumatera Selatan sebesar 6,06 %, lebih besar 0,24 % dari target yang ditentukan
yaitu sebesar 5,80 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh
semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha
penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 13,15%.
1.2.5. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 secara
keseluruhan telah mencapai target yang ditentukan. Realisasi pendapatan milyar
dari target yang ditentukan sebesar 8,318,10 milyar. Penerimaan pendapatan
daerah berasal dari 3 sumber penerimaan yaitu pendapatan asli daerah ( PAD )
dengan realisasi sebesar 3,267,01 milyar dari target 3.135,01 milyar, kemudian

realisasi dana Perimbangan 5.513,02 milyar dari target yang ditentukan sebesar
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5.163,40 milyar dan penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah juga telah
mencapai target dengan realisasi sebesar 398,94 milyar, dari target 362,11 milyar.
1.2.6. Investasi

Investasi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018
belum optimal dikarenakan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN masih belum
fluktuatif. Nilai investasi PMDN yang terealisasi sebesar 7,45 triliun, belum mencapai
target sebesar 11,11% akan tetapi nilai investasi PMA telah mencapai target,
dengan realisasi sebesar 15,613 triliun, dengan target yang seharusnya dicapai
adalah 14,58 triliun. Permasalahan yang ada yaitu belum maksimalnya pelayanan
perizinan dan investasi penanaman modal, belum berkembangnya perwilayahan
industrisebagai potensi investasi unggulan daerah ( KEK TAA, 5KI, 7 KKI dan 2
WPPI), dan belum optimalnya jumlah investor yang berinvestasi karena lemahnya
koordinasi dan kerjasama lintas sektor.
1.2.7. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018
adalah 8.217.551 jiwa.
1.2.8. Laju Perumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun
2018 sebesar 3,04.
1.2.9.Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin yang ada di Provinsi sumatera Selatan
ditargetkan tahun 2018 adalah 12,69 namun yang terealisasi di lapangan adalah
12,82 %.
1.2.10. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin yang ada diprovinsi Sumatera Selatan pada
tahun 2018, yang awalnya di tergetkan sebesar 1.048.954 jiwa, namun yang terjadi
dilapangan adalah 1.076.400, melebihi target jumlah penduduk miskin yang telah
ditentukan. Sehingga diperlukan usaha yang lebih maksimal, agar angka julah

penduduk miskin dapat turun dan sesuai dengan target yang ditentukan.
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1.2.11. Indeks Kedalaman Kemiskinan ( P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
pada tahun 2018 belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi
indeks kedalaman kemiskinan adalah 2,40 skor, lebih tinggi dibanding skor
maksimal target yang ditentukan yaitu 2,14.

1.2.12. Target Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka juga masih menjadi problema di Provinsi
Sumatera Selatan, angka maksimal yang seharusnya menjadi target yaitu 4,00%,
namun pada tahun 2018hal tersebut tidak bisa tercapai, dengan realisasi sebesar
4,23% akan tetapi masih lebih baik dari angka nasional.

1.2.13. Indeks Pembangunan Manusia ( metode Baru )

Indeks Pembangunan Manusia ( Metode Baru ) yang ada di Provinsi
Sumatera Selatan pada tahun 2018 telah berjalan dengan baik dan berhasil
mencapai target yang ditentukan , realisasi yang terjadi adalah sebesar 69,39
indeks dari target yang ditentukan sebesar 68,50%.

1.2.14. Rata-rata Lama Sekolah

Angkar rata-rata lama sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada
tahun 2018 belum terealisasi di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 selama
8,00 tahun dari target 8,11 tahun yang ditentukan.

1.2.15. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun
2019 memiliki jangka waktu yang tinggi, yaitu 12,36 tahun dan hal ini belum
mencapai target yang ditentukan yaitu 12,57 tahun. Sehingga tingkat pendidikan
yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat harus lebih di tingkatkan lagi, agar
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Provinsi Sumatera
Selatan.

1.2.16. Pengeluaran Per Kapita
Pengeluaran per Kapita Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 telah

melebihi target yang ditentukan yaitu 10.220 dengan realisasi 10.652.
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1.2.17. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun
2018 adalah 69,41 tahun, hal ini tersebut belum bisa mencapai target yang ingin
dicapai yaitu sebesar 71,30 tahun.
1.2.18. Gini Rasio

Gini rasio atau tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di provinsi
Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebesar 0,341 indeks, telah mencapai target

yaitu 0,350 indeks akan tetapi lebih rendah dibanding nasional 0,384.

1.3. KondisiEkonomiMakroKabupatenMusiRawas Utara
1.3.1. Perkembangan Indikator Makro Daerah

Perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2019 dan 2020,
yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber
pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
daerah. Setiap kenaikan atau penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi
daerah akan berpengaruh terhadap besaran pendapatan daerah, dan selanjutnya
akan mempengaruhi besaran belanja daerah serta besaran pembiayaan daerah.
Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat dan
akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.
Dalam perekonomian terbuka, kondisi perekonomian daerah tidak hanya
dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga
dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di
Kabupaten Musi Rawas Utara, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi
penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor
luar seperti kondisi perekonomian regional Sumatera Selatan, perekonomian

Nasional dan bahkan ekonomi global.

1.3.1.1Pertumbuhan Ekonomi
Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan
kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas

lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan
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hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor
primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan
ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik dan disertai
dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi
barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur
ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan
usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap
kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir
(tahun 2013-2017) struktur perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara didominasi
oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan, dan Konstruksi.

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, peranan lapangan usaha
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian, serta
Konstruksi cukup fluktuatif. Lapangan usaha Industri Pengolahan serta Perdagangan
Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung meningkat.
Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 3 %.
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Musi Rawas Utara pada tahun 2017
dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, vyaitu
mencapai 47,21 persen (angka ini turun dari 52,72 % di tahun 2013). Selanjutnya
lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 23,08 persen (naik dari
22,81 % di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 7,08 % (naik dari 4,87 % di
tahun 2013). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,32 % (naik
dari 5,40 % di tahun 2013) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,51 % (naik
dari 4,78 % di tahun 2013).
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Tabel 2.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Musi Rawas Utara Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha 2013 2014 2015 | 2015* | 2017**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 52,72 48,21 47,01 47,04 47,21
B Pertambangan dan Penggalian 22,81 27,35 25,28 23,42 23,08
C Industri Pengolahan 5,40 5,22 5,70 6,03 6,32
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 4,78 5,01 5,64 5,81 5,51
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
G Mobil dan Sepeda Motor 4,78 >,01 >/64 281 21
H Transportasi dan Pergudangan 0,90 0,93 1,06 1,10 1,09
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,19 0,19 0,22 0,27 0,30
] Informasi dan Komunikasi 0,23 0,22 0,24 0,25 0,25
K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,80 0,75 0,80 0,85 0,79
L Real Estat 1,17 1,20 1,37 1,44 1,40
M,N Jasa Perusahaan 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
0 Administ_rasi Pernerintﬁhan, Pertahanan 2,15 2,20 247 2,50 243
dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 2,67 2,82 3,03 3,14 2,96
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,46 0,46 0,51 0,54 0,59
R,S,T,U | Jasa Lainnya 0,79 0,75 0,81 0,85 0,89
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Kebijakan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 diarahkan

dalam mendukung pemerataan pembangunan untuk peningkatan ekonomi

kerakyatan, dimana sasaran dan target makro pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Musi Rawas Utara pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 4,4-5,0 %.

1.3.1.2 PDRB

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah

satu pendekatan vyang digunakan sebagai

dasar

evaluasi

keberhasilan

pembangunan di bidang ekonomi sekaligus sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan
masyarakat pada wilayah yang bersangkutan. Selain itu, keberadaan PDRB dapat
menunjukkan peranan-peranan sektor perekonomian yang ada sehingga identifikasi
terhadap sektor yang menjadi dominan akan lebih mudah.

Dalam rentang waktu tahun 2015-2017, PDRB dengan migas atas dasar
harga konstan (ADHK) Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan tren
perkembangan yang positif dengan pertambahan nilai PDRB sebagaimana pada
Tabel 2.26 berikut.
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Tabel 2.2

PDRB Musi Rawas Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), 2013-2017

No Lapangan Usaha Nilai PDRB (juta rupiah)
2015 2016 2017
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2.463.747,8 2.549.000 2.445.800
2 Pertambangan dan Penggalian 1.094.865,1 1.164.400 1.164.100
3 Industri Pengolahan 271.413,4 280.500 293.000
4 Pengadaan Listrik dan Gas 779,6 895,8 897,5
Pengadaan Air, Pengelolaan
> Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6334 668,3 668,4
6 Konstruksi 214.295,9 222.300 230.900
Perdagangan Besar dan Eceran;
/ Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 242.813,5 255.600,3 267.600,5
8 Transportasi dan Pergudangan 47.320,5 47.669,2 48.120,5
9 ;ei:lz'fnd'aa” Akomodsi dan Makan 8.461,5 10.751,4 11.461,5
10 | Informasi dan Komunikasi 13.526,8 13.826,8 44.600,8
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 32.457,2 33.998,7 32.457,2
12 | Real Estat 64.109,2 65.489,5 66.509,2
13 | Jasa Perusahaan 2.114,7 2.231,1 2.314,7
Administrasi Pemerintahan,
14 | Pertahanan dan Jaminan Sosial 108.794,3 109.304,3 120.094,3
Wajib
15 | Jasa Pendidikan 138.180,4 148.596,6 149.398,4
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 25.412,1 27.717,0 30.312,1
17 | Jasa Lainnya 39.202,6 41.139,2 44.702,6
PDRB 4.760.111,8 4.925.800,8 5.126.621,8

Pada tahun 2015, PDRB ADHK mencapai 4.760.118,8 juta rupiah sedangkan
untuk PDRB ADHK, sedangkan pada tahun 2016 menjadi 4.925.800,8 juta rupiah.
Sektor yang menyumbang PDRB terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan sebesar 2.445.800 juta rupiah dan yang paling kecil yaitu pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 668,4 juta rupiah pada tahun
2017.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Musi Rawas Utara sebagian
besar didukung oleh lapagan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta
lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Selama 3 tahun terakhir terjadi
pergeseran ke lapangan wusaha industri pengolahan dan lapangan usaha
perdagangan besar dan eceran, meskipun pegeseran struktur perekonomian masih
sangat lamban. Sumbangan terbesar pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan

usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 46,86 persen, selanjutnya

Kebijakan Umum APBD Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2020 - Hal.16



lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 25,35 persen, sementara

lapangan usaha lainnya dibawah 6 persen.

1.3.1.3 Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah
dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.
Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB
per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi
sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau
per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Musi Rawas Utara atas dasar harga berlaku sejak tahun
2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per
kapita tercatat sebesar 28,282 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami
kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 34,115 juta rupiah (lihat tabel 2.28).
Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih

dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Uraian 2013 2014 2015 2016* 2017**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nilai PDRB (Miliar Rupiah)

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

- dengan Migas 5.029 5.776 5.948 6.073 6.409
- tanpa Migas 4.173 4.791 5.074 5.246 5.553
Atas dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
- dengan Migas 4.190 4.606 4.760 4.926 5.127
- tanpa Migas 3.565 3.908 4.062 4.191 4.368
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)
ADHB 28.282 32.043 32.506 32.750 34.115
ADHK 23.467 26.576 27.729 28.290 29.559
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK
2010 0,64 8,43 1,80 2,11 2,74
Jumlah Penduduk (Ribu Orang) 178 180 183 185 188

* Angka sementara/Preliminary Figures
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1.3.1.4 Laju Inflasi

Harga yang digunakan dalam perhitungan PDRB merupakan harga pada
tingkat produsen, bukan konsumen. Untuk menggambarkan kenaikan harga barang
dan jasa di tingkat produsen, maka digunakanlah pendekatan laju inflasi sektoral.
Laju inflasi PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2011-2013 relatif lebih
tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Musi Rawas maupun Provinsi Sumatera
Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga-harga di kabupaten ini relatif
cukup besar jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Tingginya nilai inflasi bisa
disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang belum stabil. Hal ini menjadi wajar
mengingat Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonom Baru yang

masih berada pada tahap perkembangan.

Tabel 2.3
Laju Inflasi PDRB dengan Migas Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013-2017

Laju Inflasi

No Lapangan Usaha
2016 2017
1 Pertanian 6,99 4,40
2 | Pertambangan dan Penggalian 11,10 7,19
3 Industri Pengolahan 5,88 7,49
4 | Listrik, Gas dan Air Bersih 4,82 5,67
5 Bangunan 8,96 8,98
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 7,88 8,26
7 | Pengangkutan dan Komunikasi 2,73 4,98
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,95 6,53
9 Jasa-Jasa 7,76 13,64
Kabupaten Musi Rawas Utara 8,87 7,17
Provinsi Sumatera Selatan 8,58 6,70

Sumber : PDRB Prov Sumatera Selatan menurut Lapangan Usaha 2013-2017, diolah 2018
1.3.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari
semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pengertian kemiskinan adalah
keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti
makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemsikinan
dapat disebabkan oleh kelangkaan perangkat pemenuhan kebutuhan dasar,

ataupun sulitnya akses pada pendidikan dan pekerjaan.

Kebijakan Umum APBD Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2020 - Hal.18



Adapaun jumlah dan persentase penduduk miskin (jiwa) di Kabupaten Musi
Rawas Utara dari tahun 2015 — 2018 dapat dilihat pada tabel 2.29 dan gambar 2.1
sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 -2018
Kabupaten Musi Rawas Tahun (Jiwa)
Utara 2015 2016 2017 2018
Jumlah 35.920 36.950 36.455 36.190

Sumber : BPS, 2018

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi
Rawas Utara tahun 2016 sebesar 36.950 jiwa terjadi peningkatan jumlah penduduk
miskin bila dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 35.920 jiwa. Pada tahun 2018
terjadi penurunan sebesar 265 jiwa atau 0,39 persen.

Gambar 2.5
Persentase Penduduk Miskin (PO) Provinsi Sumatera Selatan
dan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 - 2018

Sumber : BPS, 2019

Persentase kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara lebih tinggi
dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, persentase penduduk miskin
Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 19,12 persen sedangkan persentase
penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,20 persen pada tahun

2018. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Kabupaten Musi Rawas Utara
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sebesar 19,12 Terjadi penurun sebesar 0,37 persen dari tahun 2017, hal ini
menunjukkan bahwa progran yang dilakukan pemerintah sudah menyentuh
penduduk miskin.

Jika dilihat indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang ada di Kabupaten Musi
Rawas Utara masih mengalami tren fluktuatif yaitu menglami siklus turun naik
setiap tahunnya. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan maka indeks
kedalaman kemiskinan kabupaten Rawas Utara berada masih berada diatas
provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten
Musi Rawas Utara masih berada diatas garis kemiskinan. Pada tahun 2017 indeks
kedalaman kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 3,28 sedangkan

Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,8.

1.3.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai negara di
dunia, tingginya angka pengangguran akan berakibat pada lambannya jalan
perekonomian. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus
dapat diatasi dengan baik. Pengangguran yang terlalu besar membawa efek
terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti peningkatan angka
kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas
dan lain sebagainya.

Kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah dapat dilihat dari status/kedudukan
dalam pekerjaan utama. Pekerjaan utama yang dimaksud adalah pekerjaan yang
menggunakan waktu banyak. Berdasarkan status/kedudukan dalam pekerjaan
utama 42,49 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Musi Rawas Utara
berstatus sebagai buruh/karyawan. Sedangkan 19,03 persen dan 18,13 persen
lainnya bekerja dengan status sebagai pekerja keluarga dan berusaha sendiri.
Penduduk umur 15 tahun ke atas dengan status sebagai buruh/karyawan terbanyak
terdapat di Kecamatan Rawas Ilir. Penduduk dengan status sebagai pekerja
keluarga masih banyak ditemukan di Kabupaten Musi Rawas Utara, terutama di

Kecamatan Nibung dengan persentase 24,78 persen (lihat pada tabel 2.6).
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Tabel 2.6

Persentase Pekerja 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Kecamatan
dan Status/Kedudukan dalam Pekerjaan Utama di
Kabupaten Musi Rawas Utara

Kecamatan | Berusaha | Berusaha | Berusaha di Buruh/ Pekerja | Pekerja
Sendiri dibantu bantu buruh | Karyawan/ | Bebas | Keluarga
buruh tetap/buruh | pegawai atau
tidak di bayar tidak di
tetap/tidak bayar
di bayar
Rawas Ulu | 3473 13,83 4,31 31,33 053 | 1577
Ulu Rawas 7,83 17,12 1,93 48,47 2,38 22,26
Rupit 38,05 14,86 1,20 23,69 2,13 20,07
Karang 11,46 19,03 0,26 46,55 1,73 | 20,97
Jaya
Rawas Ilir 14,22 20,75 4,65 37,98 0,00 22,40
Karang 13,49 6,44 1,90 67,88 | 380 | 6,50
Dapo
Nibung 19,12 25,60 1,81 28,70 0,00 24,78
Total 18,13 16,66 1,91 42,49 1,77 19,03

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan hasil perbandingan antara
penduduk usia kerja yang menganggur terhadap jumlah penduduk usia kerja yang
masuk ke dalam angkatan kerja. Oleh karena itu, semakin rendah tingkat
pengangguran terbuka (TPT) maka hal itu merupakan sebuah indikasi positif bagi
perkembangan ketenagakerjaan suatu daerah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Musi Rawas Utara
tahun 2015 masih dibawah TPAK Provinsi Sumatera Selatan yaitu 65,40, sedangkan
Provinsi Sumatera Selatan 68,40. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi
Rawas Utara relatif lebih rendah bila dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan
dengan selisih angka yang cukup jauh. Pada tahun 2015, TPT Kabupaten Musi
Rawas Utara adalah sebesar 2,29 sementara TPT Provinsi Sumatera Selatan adalah
sebesar 6,07.

1.3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting yang digunakan
sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Indikator ini
menjadi penting karena melalui IPM dapat diketahui sejauhmana keberhasilan

pembangunan manusia yang telah dilaksanakan. Melalui IPM dapat dilakukan kajian
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pembandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. Komponen IPM
mencakup 3 bidang pembangunan dasar manusia, yaitu harapan hidup (angka
harapan hidup), pengetahuan (angka rata-rata lama sekolah dan angka melek
huruf), dan standar hidup layak.

Jika dilihat dari perkembangan selama tahun 2013 sampai dengan 2017, IPM
Kabupaten Musi Rawas termasuk yang lebih rendah dibandingkan dengan IPM
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai daerah pemekaran baru,
data IPM Kabupaten Musi Rawas Utara yang tersedia adalah tahun 2013 sebesar
60,56 dan paling rendah kedua setelah Kabupaten PALI dibandingkan
kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan. Berikut ini tabel mengenai data IPM

Kabupaten Musi Rawas Utara :

Tabel 2.7
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2017

IPM (Tahun)

LG 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
OKU 65.51 66.21 67.18 67.47 68.28
OKI 63.52 63.87 64.73 65.44 66.11
Muara Enim 64.34 65.02 65.82 66.71 67.63
Lahat 64.15 64.52 65.25 65.75 66.38
Musi Rawas 62.23 63.19 64.11 64.75 65.31
Musi Banyuasin 64.18 64.93 65.76 66.45 66.96
Banyu Asin 62.42 63.21 64.15 65.01 65.85
OKU Selatan 61.58 61.94 62.57 63.42 63.96
OKU Timur 66.09 66.74 67.17 67.38 67.84
Ogan llir 63.64 64.49 65.35 65.45 65.63
Empat Lawang 62.74 63.17 63.55 64.00 64.21
Penukal Abab Lematang Ilir 59.69 59.89 60.83 61.66 62.58
Musi Rawas Utara 60.56 61.34 62.32 63.05 63.18
Kota Palembang 75.49 76.02 76.29 76.59 77.22
Kota Prabumulih 71.87 72.20 73.19 73.38 73.58
Kota Pagar Alam 64.14 64.75 65.37 65.96 66.81
Kota Lubuklinggau 72.55 72.84 73.17 73.57 73.67
Provinsi Sumatera Selatan 66.16 66.75 67.46 | 68.24 68.86

Sumber :BPS, diolah 2018

1.3.2 ArahKebijakanEkonomi Daerah

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di  suatu
daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi
antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah

penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi
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nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada
potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah
tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per
kepala atau per satu orang penduduk.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di
daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas
dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang
penduduk. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu
daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi
antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah
penduduk.

Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai
PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada
potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah
tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per
kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Musi Rawas Utara atas
dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan.
Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 28,28 juta rupiah. Secara
nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 34,12 juta rupiah
(lihat tabel 3.2). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan
masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Musi Rawas Utara
Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha 2013 2014 2015 | 2015* | 2017**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nilai PDRB/ GRDP
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
dengan Migas 5.029 | 5.776 5.948 6.073 6.409
- tanpa Migas 4173 | 4.791 5.074 | 5.246 5.553
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
dengan Migas 4.190 | 4.606 4.760 | 4.926 5.127
- tanpa Migas 3.565 | 3.908 4.062 | 4.191 4.368
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)
ADHB 28.282 | 32.043 32.506 | 32.750 34.115
ADHK 23.467 | 26.576 27.729 | 28.290 29.559
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 0,64 8,43 1,80 2,11 2,74
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Jumlah Penduduk (Ribu Orang) 178 180 183 185 188
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen) 1,45 1,38 1,51 1,34 1,30
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Arah dan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun

2020 meliputi arah dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

1.3.3ArahKebijakanPendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan
pendapatan yang dihitung berdasarkan potensi yang ada dan memiliki dasar hukum
pembagiannya.

1.3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun anggaran 2020 target pendapatan daerah yang bersumber
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 56.214.544.000,00 berdasarkan
pertimbangan bahwa masih terbatasnya sarana dan prasarana serta masih
kurangnya sumber daya manusia yang ada pada perangkat daerah yang mengelola
pendapatan daerah.

Pada tahun 2020 direncanakan pendapatan daerah yang bersumber dari
PAD dengan melihat kondisi dan potensi yang ada antara lain :

a. Realisasi penerimaan pada tahun 2020 yang nyata masuk ke kas daerah dan
dibukukan sebagai penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas dan melalui Peraturan Bupati Musi
Rawas Utara. Jenis penerimaan tersebut seperti pajak restoran, PBB sektor
pedesaan dan perkotaan, pajak reklame, pajak penerangan jalan PLN dan non
PLN, retribusi pasar dan lainnya.

b. Penerimaan yang bersumber dari penerbitan izin antara lain IMB, IUP, SIUP,
dan penerbitan izin lainnya.

c. PAD yang sah yang menjadi sumber penerimaan daerah yang potensial.

1.3.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan
pada alokasi tahun 2020.
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b. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari sektor minyak dan gas,

pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan cukai hasil tembakau
termasuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor migas, perkebunan, kehutanan dan
pertambangan non migas, dengan membandingkan penerimaan pada tahun
2019 dan mengantisipasi tidak tercapainya target pendapatan nasional dan
harga migas dunia serta fluktuasi nilai dolar Amerika.

Penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
diupayakan pada tahun anggaran 2020 dapat diperoleh berdasarkan kebutuhan
daerah antara lain bidang pendidikan, kesehatan dan KB, infrastruktur (jalan,
air bersih, sanitasi, perumahan pemukiman, irigasi), pertanian dan perikanan,
pasar dan IKM, pariwisata dan transportasi, bidang transportasi serta pada DAK
Non Fisik.

1.3.2.3 Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2020

yaitu terdiri dari pergeseran anggaran antar program, kegiatan, belanja, objek

belanja dan rincian objek belanja pada setiap Perangkat Daerah serta penambahan

kegiatan untuk pembangunan infrastruktur bidang pendidikan, infrastruktur bidang

kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan, serta infrastruktur sarana publik

lainnya dengan memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah

Provinsiyang sudah jelas peruntukannya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan

meliputi hal-hal sebagai berikut :

1.

Urusan wajib bidang pendidikan secara garis besar yang diprioritaskan untuk
mengalokasikan anggaran dalam rangka untuk mendukung kebijakan
pelaksanaan program keluarga harapan khususnya dibidang pendidikan;
Urusan Wajib Kesehatan secara garis besar diprioritaskan untuk
mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang
kesehatan khususnya pengadaan sarana pelayanan kesehatan;

Urusan Wajib pekerjaan umum diprioritaskan pembangunan infrastruktur

dasar dan infrastruktur untuk aparatur;
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4. Mengalokasikan anggaran untuk Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020
yang mendukung prioritas nasional yang belum teranggarkan pada APBD
Induk 2019;

5. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi

Khusus tambahan, khususnya DAK Tambahan bidang Kesehatan Tahun 2020.

1.3.2.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Penerimaan Daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang
sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya serta Pendapatan Lainnya.
Pada tahun 2019 dana bagi hasil pajak provinsi diharapkan dapat diperoleh
mengingat telah beroperasinya UPTD Dispenda Provinsi (SAMSAT) di Kabupaten
Musi Rawas Utara. Sumber penerimaan dana penyesuian dari pusat adalah dana
untuk pembayaran tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru.
1.3.3ArahKebijakanBelanja Daerah
Belanja daerah merupakan wujud dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran dan Daftar
Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah. Belanja daerah disusun
berdasarkan prioritas-prioritas kebutuhan daerah melalui Musrenbang tingkat
Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat Nasional.
Adapun rincian belanja terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
e Belanja tidak langsung dianggarkan untuk keperluan belanja pegawai yaitu
gaji dan tunjangan PNS yang ada sekarang serta mengantisipasi penambahan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) penerimaan tahun 2019 dan PNS yang
mengajukan pindah tugas ke Kabupaten Musi Rawas Utara.
e Belanja Hibah dianggarkan di tahun 2020 yaitu diperuntukan bagi keperluan
masyarakat secara pribadi maupun kelompok yang berkecimpung dibidang
keagamaan, sosial kemasyarakatan serta untuk kepentingan sosial serta juga

diberikan kepada pihak lain dalam rangka menunjang keamanan lingkungan
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dan wilayah. Belanja hibah ditahun 2020 juga dianggarkan untuk
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara serentak di 270 daerah
salah satunya Kabupaten Musi Rawas Utara dengan sejumlah tahapan awal
pilkada yang akan dimulai di tahun 2019.

e Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada masyarakat dalam rangka
meningkatkan peran dan keikutsertaan masyarakat dalam memajukan desa
masing-masing serta meningkatkan kemampuan dalam perekonomian
masyarakat.

e Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa tetap dianggarkan
dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa yang digunakan untuk membantu desa-desa meningkatkan kemampuan
ekonomi pedesaan melalui bantuan pada organisasi pemuda didesa, kelompok
PKK, honorarium anggota DPD dan pembangunan desa yang dikerjakan secara
swadaya.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam
diwilayah Kabupaten Musi Rawas Utara yang sering terjadi misalnya banjir, tanah
longsor, kebakaran dan lain sebagainya.
b. Belanja Langsung

Komposisi belanja langsung pada tahun 2020 dengan komposisi 61,81%
dari belanja tidak langsung sebesar 38,19%. Belanja langsung digunakan untuk
belanja pegawai dalam pelaksanaan kegiatan seperti honorarium pelaksana
kegiatan, honorarium tim akan tetapi prinsip efisiensi dalam pembayaran
honorarium tersebut tetap diutamakan. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah, pengendalian belanja
barang dan jasa tetap dilakukan berdasarkan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
Belanja Modal pada tahun 2020 tetap dialokasikan melebihi jenis belanja yang lain,
mengingat belanja modal mempunyai dampak besar menambah kemampuan
daerah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar dan fasilitas umum
dalam memacu kemajuan perekonomian masyarakat serta menambah nilai aset

daerah.
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BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD
TAHUN ANGGARAN 2020

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 diperkirakan akan mencapai
5,3 persen, yang diharapkan akan lebih bertumpu pada faktor-faktor domestik
seperti aktivitas investasi, khususnya infrastruktur, yang lebih tersebar ke berbagai
kawasan dan terfokus pada pengembangan potensi daerah. Peningkatan belanja
modal pemerintah dan transfer ke daerah akan menjadi langkah awal bagi strategi
pembangunan saat ini. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,1 persen
yang terutama didukung oleh semakin membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, dan
sektor riil. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp 14.400 per
dolar AS.

Investasi terus mengalir ke dalam negeri karena persepsi positif atas
indonesia dan perbaikan iklim investasi dengan suku bunga SPN 3 bulan
diperkirakan berada ditingkat 5,4 persen. Sementara itu harga minyak mentah
indonesia ( ICP )diperkirakan sekitar 65 dolar Amerika Serikat per barel. Dengan
sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global, pemerintah terus
memantau pergerakan harga minyak dan komoditi global, sedangkan target Ifting
minyak dan gas bumi di tahun 2020 diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu

barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.

3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020
Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan
kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas
lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan
hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor

primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan
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ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik dan disertai
dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi
barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur
ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan
usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap
kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir
(tahun 2013-2017) struktur perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara didominasi
oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan, dan Konstruksi.

Diantara  kelimalapangan usaha tersebut, peranan lapangan usaha
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian, serta
Konstruksi cukup fluktuatif. Lapangan usaha Industri Pengolahan serta Perdagangan
Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung meningkat.
Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 3 %.
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Musi Rawas Utara pada tahun 2017
dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, vyaitu
mencapai 47,21 persen (angka ini turun dari 52,72 % di tahun 2013). Selanjutnya
lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 23,08 persen (naik dari
22,81 % di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 7,08 % (naik dari 4,87 % di
tahun 2013). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,32 % (naik
dari 5,40 % di tahun 2013) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,51 % (naik
dari 4,78 % di tahun 2013).

3.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan
daerah. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, penentuan asumsi indikator inflasi merupakan langkah

strategis dan penting.
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Harga yang digunakan dalam perhitungan PDRB merupakan harga pada
tingkat produsen, bukan konsumen. Untuk menggambarkan kenaikan harga barang
dan jasa di tingkat produsen, maka digunakanlah pendekatan laju inflasi sektoral.
Laju inflasi PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2011-2013 relatif lebih
tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Musi Rawas maupun Provinsi Sumatera
Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga-harga di kabupaten ini relatif
cukup besar jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Tingginya nilai inflasi bisa
disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang belum stabil. Hal ini menjadi wajar
mengingat Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonom Baru yang

masih berada pada tahap perkembangan.

Tabel 3.1
Laju Inflasi PDRB dengan Migas Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013-2017

Laju Inflasi

No Lapangan Usaha
2016 2017
1 Pertanian 6,99 4,40
2 | Pertambangan dan Penggalian 11,10 7,19
3 Industri Pengolahan 5,88 7,49
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 4,82 5,67
5 Bangunan 8,96 8,98
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 7,88 8,26
7 | Pengangkutan dan Komunikasi 2,73 4,98
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,95 6,53
9 Jasa-Jasa 7,76 13,64
Kabupaten Musi Rawas Utara 8,87 7,17
Provinsi Sumatera Selatan 8,58 6,70

Sumber : PDRB Prov Sumatera Selatan menurut Lapangan Usaha 2013-2017, diolah 2018

3.4 Nilai Tukar Rupiah Tahun 2020

Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika pada tahun 2020 sebagaimana
diproyeksikan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
akan berada pada kisaran Rp.14.400 per dollar Amerika Serikat dengan masih
adanya resiko volatilitas atau rentang fluktuasi harga terutama terpengaruh dari
kondisi eksternal serta dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya
ketidakpastian global. Kondisi ini disebabkan oleh terus berlanjutnya perang

dagang. Selain itu ada juga langkah proteksionisme yang diambil oleh negara-
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negara sehingga arus perdagangan menjadi ketat. Faktor lain juga ada juga
perubahan arah kebijakan moneter yang berpengaruh pada kondisi rupiah kita yang
berakibatkan komoditas yang relatif stagnan sehingga kinerja ekspor dan neraca
transaksi berjalan.

Pemerintah akan terus berusaha memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah
melalui kebijakan-kebijakan dengan diadakan fasillitas second line defense dan local

curenncy settlement framework.

3.5 Pertumbuhan PDRB

Meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pendapatan riil setiap
penduduk serta tingkatan kesejahteraannya, namun secara umum pendapatanper
kapita penduduk kabupaten Musi Rawas Utara terus meningkat dari tahun 2015ke
tahun 2019.Kenyataan ini menunjukkan bahwa geliat pembangunan selama ini telah
mampu mendongkrak ekonomi makro daerah sehingga terindikasi bahwa
pembangunan selama ini adalah upaya pemerintah daerah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian,ini merupakan suatu
hal yang menggembirakan.Keberhasilan pembangunan terutama dalam mendorong
laju pertumbuhan ekonomi makro daerah ini perlu ditingkatkan.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Musi Rawas Utara sebagian
besar didukung oleh lapagan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta
lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Selama 3 tahun terakhir terjadi
pergeseran ke lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha
perdagangan besar dan eceran, meskipun pegeseran struktur perekonomian masih
sangat lamban. Sumbangan terbesar pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan
usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 46,86 persen, selanjutnya
lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 25,35 persen, sementara
lapangan usaha lainnya dibawah 6 persen.

3.6 Lain-Lain Asumsi

Asumesi lain yang dimaksud terutama asumsi dari sumber pendapatan daerah
yang akan digunakan untuk membiayai belanja pembangunan yang akan
dilaksanakan di Taun Anggaran 2020. Sumber pandapatan daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara Tahun Anggaran 2020 antara lain terdiri dari :
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1. Dana Perimbangan, yang terbagi atas dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil
bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Pendapatan Asli Daerh (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari pendapatan hibah, dana
darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya,
serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Tahun Anggaran 2020, pendapatan Kabupaten Musi Rawas Utara masih
bersumber dari dana perimbangan yaitu sebesar Rp.812.158.232.754,00kontribusi
dana perimbangan terhadap APBD Kabupaten Musi Rawas Utara diperkirakan
kurang lebih 76,59 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya
diharapkan berasal dari komponen sumber pendapatan daerah lainnya.

Pada tahun anggaran 2020 target pendapatan daerah yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 56,214,544,000,00berdasarkan
pertimbangan bahwa masih terbatasnya sarana dan prasarana serta masih
kurangnya sumber daya manusia yang ada pada perangkat daerah yang mengelola

pendapatan daerah.
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DAERAH

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak
Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan dan Penerimaan pembiayaan Daerah terdiri atas 4 (empat)
kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah serta Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Asli
Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga
besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah.
semakin tinggi kualitas otonomi daerah maka ketergantungan dengan
Pemerintah Pusat semakin berkurang. sedangkan Dana Perimbangan merupakan
sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung
pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian
otonomi daerah kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah merupakan bagi hasil dari pemerintah daerah lainnya dan pendapatan dari
pengelolaan aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Selanjutnya Penerimaan Pembiayaan diambil dari perkiraan SILPA tahun lalu.
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4.1.1 Target Pendapatan

Target Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2020 digambarkan dalam
tabel berikut:

Tabel IV.1
RENCANA PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Uraian APBD 2019 RAPBD 2020
1 PENDAPATAN 1.063.174.653,000,00 | 1.061.814.916.754,00

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 56.128.672.000,00 56.214.544.000,00

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 13.014.000.000.00 13.547.500,000,00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 809.028.000,00 859.500.000,00

1123 Hasil Pengelolaan Kekayaan )

- Daerah yang dipisahkan -

1.14 | goriam Pendapatan Asliyang 42.305.644.000,00 41.807.544.000,00

1.2 DANA PERIMBANGAN 804.858.841.000,00 812.158.232.754,00

121 | BagiHasil Pajak/ Bagi Hasil 283.593. 638.000,00 290.901.147.631
bukan Pajak

1.2.2 Dana Alokasi Umum 397.354.009.000,00 413.248.169.000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus Fisik 83.094.454.000,00 67.794.802.373

1.2.4 Dana Alokasi Non Fisik 39.414.640.000,00 40.214.113.750
Dana Alokasi Non Fisik 1.402.100.000,00
Cadangan
LAIN-LAIN PENDAPATAN

1.3 DAERAH YANG SAH 202.187.140.000,00 193.442.140.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari

1.3.1 Provinsi dan Pemerintah Daerah 60.700.000.000,00 60.700.000.000,00
Lainnya

132 | ona Penyesuaian dan Otonomi 101.742.140.000.00 101.742.140.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi

1.3.3 atau Pemerintah Daerah 13.675.000.000,00 3.000.000.000,00
Lainnya

1.3.3 Hibah dana BOS ( SD, SMP ) 26.070.000.000,00 28.000.000.000,00

Kabupaten Musi

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa rencana pendapatan daerah

Rawas Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesarRp.

1.061.814.916.754,00Angka tersebut merupakan target pendapatan yang
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akan dicapai guna membiayai pembangunan yang telah direncanakan. Target
pendapatantersebut merupakan estimasi yang dilakukan berdasarkan sumber
pendapatan daerah yang ada. Komponen-komponen pendapatan daerah
dijelaskan pada point-point berikut ini.
4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
Adanya Desentralisasi memberi kesempatan pada daerah untuk
meningkatkan potensi pendapatannya tanpa tergantung pada pusat diwujudkan
melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber-sumber
penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan
potensi daerah. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 adalah sebesar Rp.
56.214.544.000,00 Sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari
pendapatan asli daerah yaitu :
a. Pajak Daerah
Kewenangan Daerah untuk memungut pajak diatur pelaksanaannya pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak
yang dipungut Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 8
(delapan) jenis, yaitu : Pajak Restoran, Pajak reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Parkir, Pajak MBLB (golongan C), Pajak Bumi dan Bangunan,
BPHTB, dan Pajak Air BAwah Tanah.Berdasarkan penerimaan Tahun 2019
dan perkiraan tahun 2020 maka proyeksi pendapatan Pajak Daerah Tahun
2020 sebesar Rp. 13.547.500.000,00
b. Retribusi Daerah
PeraturanPemerintahNomor 66 Tahun 2001 telahmengaturtentangRetribusi
Daerah, adapunkomponen-
komponendariretribusidaerahterdiridariRetribusiJasaUmum, RetribusiJasa
Usaha, RetribusiperizinanTertentu. Berdasarkan penerimaan Tahun 2019,
maka proyeksi penerimaan hasil Retribusi Daerah Tahun 2020 sebesarRp.
859.500.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari Penerimaan

Jasa Giro Atas Kas Daerah, Penerimaan dari Bunga Deposito, dan Lain-lain
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pendapatan daerah yang sah. berdasarkan penerimaan Tahun 2019, maka

proyeksi pendapatan Lain-lain PAD yang sah Tahun 2020 adalah sebesarRp.

41.807.544.000,00.

4.1.1.2 Dana Perimbangan
Berdasarkan penerimaan Tahun 2019 dan perkiraan pendapatan Tahun

2020, maka Dana Perimbangan  Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.
812.158.232.754,00Estimasi dana perimbangan tersebut di atas merupakan
target yang akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2020 ini. Target tersebut
disusun berdasarkan komponen dana perimbangan yang ada, yang diharapkan
dari masing-masing komponen tersebut akan memberikan kontribusi positif
terhadap struktur pendapatan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun
Anggaran 2020. Besaran pendaptan dari masing-masing komponen tersebut
direncanakan sebagai berikut :

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar

Rp.290.901.147.631,00

Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 413.248.169.000,00.

Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 67.794.802.373,00.

4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber-sumber pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah
adalah Bagi Hasil Provinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan (P3ABT), Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3) dan Dana Bagi Hasil
Lainnya yang berasal dari Retribusi IMTA, Retribusi TERA, Retribusi Pemakaian
dan Pengujian Hasil Hutan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera
Selatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 pasal 2A tentang Hasil Penerimaan Pajak Provinsi yang
diperuntukkan bagi Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi yang

bersangkutan dengan ketentuan Kabupaten Musi Rawas Utara mendapat bagian
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PKB dan BBN-KB sebesar 70%dari bagian 30% PKB dan BBN-KB. Kabupaten
Musi Rawas Utara mendapat bagian PBB-KB dan P3ABT sebesar 70% dari bagian
70% PBB-KB dan P3ABT dan APT Kota/Kabupaten. Sedangkan Kabupaten Musi

Rawas Utara mendapat bagian SP3 sebesar 50% dari bagian 30%

Kota/Kabupaten belum di anggarkan. Proyeksi pendapatan dari Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020direncanakan
sebesarRp.41.807.544.000,00

4.1.2 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target penerimaan daerah

tahun anggaran 2020 ditempuh dengan pola indentifikasi masalah,dan mencari

alternatif solusinya. Adapun permasalahan dari sisi penerimaan daerah antara

lain:

a.

Bidang penerimaan lain; baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah
maupun Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Kendala atau hambatan
yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran wajib pajak / wajib
retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Menyangkut penerimaan dari Sumber Daya Alam Khususnya Migas,
Pemerintah Daerah sulit untuk mendapatkan data-data produksi yang akurat,
serta menggali potensi lain selain Migas agar dapat dimanfaatkan sebagai
sumber pendanaan pembangunan.

Belum optimalnya ekploitasi Sumber Daya Alam lainnya selain alternatif
selain migas, yang dapat digunakan sebagai sumber daya dan sumber
pendanaan untuk pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Solusi pemecahan masalah tersebut diatas dilakukan antara lain:
Koordinasi lintas sektor dalam mendapatkan data dan informasi produksi
migas di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Menggali potensi sumber daya daerah lebih optimal, intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan daerah, koordinasi yang intensif terhadap

stakeholder termasuk wajib pajak dan wajib retribusi daerah baik tingkat
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kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, intensitas penagihan
pajak dan retribusi daerah proforsional.
Upaya pemerintah daerah dalam mencapai target,antara lain:
a. Mengintensifkan penagihan PAD,PBB, BPHTB dan sumber-sumber
penerimaan daerah.
b. Mengelola sumber penerimaan daerah yang berpotensi dengan upaya
maksimal.
c. Optimalisasi pelayanan terhadap wajib pajak.
d. Penataan regulasi perpajakan agar sejalan dengan kondisi saat ini.

e. Mendorong upaya penciptaan sumber pendapatan daerah alternatif.

4.2 Belanja Daerah
4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
Ada dua kelompok belanja daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu
kelompok belanja langsung dan kelompok belanja tidak langsung. Pada Tahun
Anggaran 2020 total belanja dari kedua kelompok belanja tersebut direncanakan
sebesar Rp. 1.091.729.044.754,00
Terhadap kedua kelompok belanja tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas Utara mengupayakan porsi belanja yang proporsional, dimana porsi
belanja langsung diupayakan lebih besar dibandingkan porsi belanja tidak
langsung. Hal ini dimakudkan agar anggaran pembangunan yang tersedia dapat
lebih menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Pada Tahun Anggaran 2020 ini direncanakan perbandingan antara kedua
belanja tersebut adalah : untuk belanja langsung sebesar 61.81 persen dan

untuk belanja tidak langsung sebesar 38.19 persen.

4.2.2 Kebijakan Belanja Langsung
Komponen belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, belanja modal. Total belanja langsung pada Tahun Anggaran 2020
direncanakan sebesar Rp. 674.788.414.247,00 atau 61.81 persen dari total
belanja dalam APBD.

Kebijakan Umum APBD Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2020 - Hal.38



4.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Komponen belanja tidak langsung meliput belanja pegawai, belanja
bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil,
belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga. Total belanja tidak langsung
pada Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.416.940.630.507,00atau
38.19 persen dari total belanja dalam APBD.

Sehubungan dengan diterbitkannya permendagri nomor 54 tahun 2019
tentang pendanaan pemilihan Kepala daerah yang bersumber dari APBD dan
peraturan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupati dan atau walikota dan wakil walikota. Ditahun 2020 ada 270 daerah yang
menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak salah satunya Kabupaten
Musi Rawas Utara dengan jumlah tahapan awal pilkada di 2019. Maka dari itu
Kabupaten Musi Rawas Utara mengalokasikan anggaran Pilkada 2020 ke dalam
struktur APBD 2020.

4.3 Kebijakan, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembanguan Daerah
4.3.1 Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai
dengan RPIJMD Tahun 2016-2021, diprioritaskan sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas dan cakupan
pelayanan dasar;
Adapun program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Pelayanan kesehatan berkualitas dan gizi masyarakat
Pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas

Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan pemukiman yang
layak

Percepatan pembangunan konektivitas dan TIK

2. Pengurangan Kemiskinan melalui optimalisasi potensi lokal dan peningkatan
SDM;
Adapun program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
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Penyiapan askes terhadap teknologi untuk mendukung pengembangan
potensi lokal

Percepatan peningkatan kompetensi SDM pengembangan potensi lokal
Penyedian akses pemasaran produk industri olahan

Penyediaan bantuan langsung sosial.

3. Stabilitas keamanan dan reformasi birokrasi.

Adapun program-program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Keamanan dan ketertiban dengan :

o Penanganan penyalahgunaan narkoba

o Penanganan Konflik sosial

Reformasi Birokrasi

o Peningkatan nilai sakip

o Opini BPK

o Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

o Peningkatan Kompetensi ASN

Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik

o Pelayanan terpadu satu pintu

o Peningkatan pelayanan administrasi Kependudukan

4.3.2 Kendala yang dihadapi

Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaksanakan selama

kurang lebih 4 tahun terakhir belum berjalan maksimal sebagaimana yang

diharapkan. Hal ini dikarenakan masih ada kendala yang dihadapi. Adapun

kendala yang diharapkan selama ini antara lain :

a.

i3

S0 a0

Pertumbuhan ekonomi belum optimal dan tidak meratanya distribusi
pendapatan.

Masih rendahnya penyerapaninvestasi.

Kapasitas keuangan daerah masih terbatas.
Terjadinyakesenjanganpertumbuhanantarwilayah.
Terjadinyafluktuasihargakomoditidaerah, sepertikaretdansawit di pasar global.

Pemerataaninfastrukturdanprasaranadaerah yang belum optimal.
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g. Kualitassumberdayamanusiamasihrendah.
4.3.3 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran
belanja daerah. Prioritas pembangunan tersebut mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020yang
merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas. Dengan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat Tahun 2020 dan tingkat prioritas
dari usulan Musrenbang.

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 dengan“Pemerataan Pembangunan untuk
Peningkatan Ekonomi Kerakyatan”, rencana kerja Pemerintah Daerahdengan
prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas dan cakupan
pelayanan dasar;

2. Pengurangan Kemiskinan melalui optimalisasi potensi lokal dan peningkatan
SDM;

3. Stabilitas keamanan dan reformasi birokrasi.

4.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.
Sebagaimana diketahui bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi dua
urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan urusan tersebutmaka
belanja pemerintahan dibagi dalam dua kelompok. Untuk mengetahui belanja OPD
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan urusan

pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV. 2
Matrik Rencana Pagu Kegiatan Per Urusan Pemerintahan
APBD Kab. Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2020.

URUSAN
Kode PEMERINTAHAN PLAFON ANGGARAN PAGU ANGGARAN
DAERAH DAN BELANJA TIDAK 2020
ORGANISASI LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
URUSAN WAJIB
1 Pendidikan
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1 Dinas Pendidikan

2 Kesehatan

2 Dinas Kesehatan
BLUD Rumah Sakit Daerah

2 .
Rupit

3 Pekerjaan Umum

3 Dinas Pekerjaan Umumdan
Penataan Ruang

4 Perumahan pemukiman
Dinas Perumahan dan

4 .
Kawasan Pemukiman
Perencanaan

5
Pembangunan

5 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

6 Perpustakaan dan
kerasipan

6 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

7 Perhubungan

7 Dinas Perhubungan

8 Komunikasi informatika

8 Dinas Komunikasi dan
Informatika

9 Lingkungan Hidup dan
Pertanahan

9 Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan

10 Kependudukan dan
Catatan Sipil

10 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Penanggulangan
Bencana
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Pengendalian Penduduk

11
dan Keluarga Berencana
Badan Pengendalian

11 Penduduk dan Keluarga

Berencana
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1|12 Kepegawaian

1112 | 1 | BKPSDM

1113 Sosial

1|13 | 1 | Dinas Sosial

1] 14 Ketenagakerjaan

111411 Dinas T_enaqa Kerja dan
Transmigrasi

1115 Penanaman Modal
Badan Penanaman Modal

1| 15 | 1 | dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

1116 Kes_a_tuan Bangsa da_n
Politik Dalam Negeri
Kantor Kesatuan Bangsa

111671 dan Politik

1116 | 2 Kantor Satuzfm Polisi
Pamong Praja
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,

1117 Administrasi Keuangan
daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian

1117 | 1 | DPRD

1| 17 | 2 | Kepala Daerah

1| 17 | 3 | Sekretariat Daerah

1| 17 | 4 | Sekretariat DPRD

1| 17 | 7 | Inspektorat Daerah
Dinas Pendapatan,

1 | 17 | 8 | Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Pejabat Pengelola

111719 Keuangan Daerah

1| 17 | 11 | Kecamatan Rupit

1| 17 | 12 | Kecamatan Rawas Ulu

1 | 17 | 13 | Kecamatan Nibung

1 | 17 | 14 | Kecamatan Rawas Ilir

1| 17 | 15 | Kecamatan Karang Dapo

1| 17 | 16 | Kecamatan Karang Jaya

1| 17 | 17 | Kecamatan Ulu Rawas

1|18 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Badan Pemberdayaan

1| 18 | 1 | Masyarakat dan
Perberdayaan Perempuan
URUSAN PILIHAN

1] 19 Pertanian
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Dinas Pertanian dan
perikanan

Ketahanan Pangan

1 | Dinas Ketahanan Pangan

Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas kebudayaan dan
Pariwisata

Pemuda Olahraga

Dinas Pemuda dan
Olahraga

Industri

Dinas Perindustrian,
Perdaganga, Koperasi

TOTAL BELANJA

4.4.1 Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah
daerah, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya. Komponen pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan.

4.4.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020
Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pada
Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.34.000.000.000,00 yang berasal dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019. Angka ini
merupakan estimasi yang didasari proyeksi penyerapan anggaran oleh OPD pada

tahun anggaran 2020.

4.4.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020
Pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun
Anggaran 2020 berupa pembiayaan Penyertaan Modal sebesar Rp.
4.000.000.000,00 Angka ini merupakan estimasi berdasarkan pengeluaran

pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2020.
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4.5 Struktur APBD Tahun Anggaran 2020

dijelaskan dalam tabel IV.4 berikut ini.

Tabel IV.4

Struktur APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2020

STRUKTUR RAPBD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URAIAN APBD 2020

1 PENDAPATAN 1.061.814.916.754,00

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 56.214.544.000,00

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 13.547.500.000,00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 859.500.000,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah 41.807.544.000,00

1.2 DANA PERIMBANGAN 812.158.232.754,00

1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil bukan Pajak 290.901.147.631

1.2.2 Dana Alokasi Umum 413.248.169.000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 67.794.802.373

1.2.4 Dana Alokasi Non Fisik 40.214.113.750

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 193.442.140.000,00

13.3 Dana Bagl_Hasn Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 60.700.000.000,00
Daerah Lainnya

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 101.742.140.000,00

13.5 Bantuan K_euangan dari Provinsi atau Pemerintah 3.000.000.000,00
Daerah Lainnya

1.3.6 Hibah dana BOS ( SD, SMP ) 28.000.000.000,00

2 BELANJA DAERAH 1.091.729.044.754,00

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 416.940.630.507,00

2.2 BELANJA LANGSUNG 674.788.414.247,00

SURFLUS / (DEFISIT)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 34.000.000.000,00

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 34.000.000.000,00
Sebelumnya

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.000.000.000,00

Penyertaan modal ( investasi ) pemerintah Daerah

4.000.000.000,00
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PEMBIAYAAN NETTO

30.000.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

85.872.000,00
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BAB V
PENUTUP

Dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi
Rawas Utara Tahun Anggaran 2020 telah disusun melalui proses teknokratik
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman
pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan substansi KUA Tahun Anggaran 2020 disusun berdasar pada
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan serta memperhatikan kebijakan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas Utara.

Fungsi dari dokumen KUA Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai dasar
dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) dan penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun Anggaran 2020 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku
kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara
bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Kabupaten
Musi Rawas Utara dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari
pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2020
menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat kondisi yang
menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan

sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.
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